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ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi
anak hasil kawin hamil dengan memfokuskan praktik yang terjadi pada masyarakat
Desa Mulya Kencana. Dalam praktiknya, masyarakat masih mengikuti
pendapatnya para tokoh agama yang menggunkan hukum fikih terkait pelaksanaan
kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Para tokoh agama
di sana berpendapat bahwa pada praktik kawin hamil harus diulangi akad nikahnya
setelah wanita tersebut melahirkan. Para tokoh agama memberikan batasan enam
bulan kehamilan bagi anak hasil kawin hamil untuk dapat dihubungkan nasab
dengan ayah biologisnya, sehingga ayahnya bisa menjadi wali dalam akad
nikahnya. Hal ini merupakan pemahaman yang berbeda dengan Pasal 53 KHI dan
Pasal 99 KHI. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktik
kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya
Kencana Provinsi Lampung, serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi
pemahaman tersebut?, mengapa masyarakat lebih memilih hukum fikih dari pada
hukum positif?, bagaimana analisis yuridis sosiologis terkait praktik kawin hamil
dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian
ini bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Teknik
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yuridis sosiologis. Teori yuridis
sosiologis digunakan untuk menjawab permasalahan menggunakan sudut pandang
hukum dimana pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi
dalam lingkup masyarakat.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat diketahui
bahwa masyarakat Desa Mulya Kencana memiliki pemahaman yang berbeda, Ada
yang tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan. Bagi kalangan yang
membolehkan dibagi lagi menjadi dua yakni boleh tanpa adanya syarat serta boleh
tapi dengan syarat. Namun pada akhirnya mereka sepakat dengan pendapat para
ulama atau tokoh agama yang menggunakan hukum fikih dalam pemberlakuan
hukum kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Adapun
faktor-faktor " yang-melatarbelakangi pemahaman tersebut’ adalah: KHI kalah
prektik dengan ilmu fikih, Tidak ada keterlibatan dari pihak KUA dalam
menetapkan suatu hukum, Kurangnya sosialisasi, serta doktrin fikih yang
ditanamkan oleh tokoh agama pada masyarakat. Alasan masyarakat lebih memilih
hukum fikih dari pada hukum positif, kerena mereka meyakini bahwa hukum fikih
lebih otentik dan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan suatu hukum, dalam hal
ini adalah hukum keluarga. Secara Yuridis Sosiologis terdapat hubungan yang tidak
signifikan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyatan di
lapangan. Namun pernikahan tersebut tetap dihukumi sah.

Kata Kunci  : Kawin Hamil, Penentuan Wali Nikah, Yuridis Sosiologis.



ABSTRACT

This thesis discusses pregnant marriage and the determination of the
guardian of marriage for children who are pregnant with the focus on practices that
occur in the people of Mulya Kencana Village. In practice, people still follow the
opinion of religious leaders who use law figh related to the implementation of
pregnant marriage and determining the guardian of marriage for children who are
pregnant. Religious leaders there are of the opinion that in the practice of pregnant
marriage, the marriage contract must be repeated after the woman gave birth.
Religious leaders set a limit of six month of pregnancy for children who are married
pregnant to be connected to the nasab with his biological father, so that his father
could become a guardian in the contract marriage. This is a different understanding
from article 53 KHI and article 99 KHI. For this reason, the authors are interested
in researching how the practice of pregnant marriage and the determination of the
legal guardian of children who are pregnant in Mulya Kencana Village, Lampung
Province, as well as that understanding. why people prefer the jurisprudence of the
positive law. How can socio-juridical analysis of relevant practices and the
determination of the rights of pregnant mating male guardians to marry the child of
this pregnancy.

This type of research is field research. This research is qualitative in nature.
The approach used is sociology of law. Data collection techniques with observation,
interviews and documentation. The theory used in this research is sociological
juridical theory. Sociological juridical theory is used to answer problems using a
legal point of view where the discussion is based on applicable laws and regulations
and their suitability with realities or phenomena that occur in the community.

Based on the research method used, it can be seen that the people of Mulya
Kencana Village have different understandings, some don't allow and some allow.
For those who allow it to be divided into two, they are allowed without conditions
and may but with conditions. But in the end they agreed with the opinion of the
ulama or religious leaders who used figh law 'in enforcing the law of pregnant
marriage-and determining the guardian of marriage for children.who were pregnant.
The factor-factors behind this understanding is: KHI lost practice with the science
of jurisprudence, there is no involvement of the KUA in endorsing the law, lack of
socialization, as well as doctrines jurisprudence inculcated by religious leaders in
the community. The reason people prefer figh law to positive law is because they
believe that figh law is more authentic and is more careful in taking legal action, in
this case it is family law. Sociologically Juridical there is an insignificant
relationship between existing laws and regulations with reality in the field.
However, the marriage was still legally punished.

Keywords: Pregnant Marriage, Determination of Marriage Guardian, Sociological
Juridical.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “Akad yang ditetapkan
oleh syara’ untuk membolehkan dan menghalalkan bersenang-senangnya
antara laki-laki dengan perempuan.” Pengertian tersebut kemudian
diperjelas oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshary. Beliau mendefinisakan
perkawinan: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau
dengan kata-kata yang semakna dengannya.” 2

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas terkait
pengertian perkawinan, beliau memberikan definisi sebagai berikut:
Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria-wanita,
mengadakan talong menolong dan memberi hatas hak bagi pemiliknya serta
pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.®

Adapun definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

him. 9.

! Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami wa Adillatuh, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),

2 Abd. Rahman Ghazali, Figih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), him. 8.

% Ibid., him. 8.



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.* Sementara itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan
ghalidan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.®

Dalam sebuah perkawinan, terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun
yang harus terpenuhi, salah satunya adalah wali nikah bagi mempelai
perempuan. Wali nikah merupakan orang yang melaksanakan acara akad
nikah.® Tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.” Ketentuan ini

didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW.®
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Berdasarkan hadis tersebut, apabila seorang wanita menikah tanpa
seizin walinya maka pernikahannya bathil, artinya akad nikahnya tidak sah.

Adanya wali dalam-proses akad pernikahan, pada dasarnya bertujuan untuk

4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di ‘Indonesia, Pertama, cet. ke-4 (Jakarta: CV
Akademika Pressindo, 2010), him. 67.

® Ibid., hIm. 67.

¢ Dedi Supriyadi, Figih Munakahat Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him.
45,

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Pertama, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), him. 42.

8 Abu Dawud Sulaiman Ibn al-‘Asy’at as-Sajastani, Sunan Abt Dawud (Al-Ardan: Dar Al-
A’lam, 2003), hlm. 335.



memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang

yang berada di bawah perwalian.

Urutan wali nikah menurut Imam Syafi’T yang dianut oleh umat
Islam di Indonesia adalah:®

Ayah

Kakek dari pihak bapak

Saudara laki-laki kandung

Saudara laki-laki sebapak

Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak

Paman sekandung ( Saudara lali-laki dari ayah yang seibu sebapak)
Paman sebapak (Saudara laki-laki dari ayah yang sebapak)
Anak laki-laki dari paman seibu sebapak

10 Anak laki-laki dari paman sebapak

11. Hakim.

12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan®®

CoNaRLDE

Adapun urutan wali nikah dalam KHI dijelaskan secara runtut.

Yakni tertera pada Pasal 21 ayat 1-4 :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita Pertama,
kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak
ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung
atau saudara laki-laki seayah dan Kketurunan laki-laki mereka. Ketiga,
kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki_kandung ayah, saudara
seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-
laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki
mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa
orang yang sama-sama berhak menjadi wali. maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon
mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat

® Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, him. 45.

10 Wahbah al-Zuhaili, Figih Imam Syafi’t 2, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz
(Jakarta: Almahira, 2010), him. 463.



kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok
derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-
sama derajat kerabat seayah. mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah
dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

Dari urutan wali di atas, apabila wali nikah yang paling berhak
urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak wali bergeser
kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sampai kepada wali
hakim.'? Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat
tinggalnya, gaib, atau enggan.™

Dalam sebuah perkawinan ada istilah kawin hamil. Adapun
pengertian kawin hamil adalah perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki
yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.l4
Ulama empat Mazhab berbeda berpendapat tentang keabsahan kawin hamil
tersebut, menurut Imam Syafi’i, dan Ilmam Hanafi, bahwa perkawinan

wanita hamil sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan

apabila pria yang menikahi adalah orang-yang menghamilinya.r® Adapun

11 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, him. 118.

12 Hal ini didasarkan pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Lihat Abdurrahman,
him. 119.

13 Dalam hal wali enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah
ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, lihat Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), him. 119.

14 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia, 2016), him. 89.

15 Abd Rahman Ghazali, Figih Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), him. 121-125.



Imam Maliki dan Imam Hambali mengharamkan secara mutlak pelaksanaan
kawin hamil tersebut, baik yang menikahi adalah pria yang menghamilinya
ataupun yang bukan menghamilinya. Hal tersebut membuat wanita yang
hamil di luar nikah harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir terlebih
dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan.®

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
secara eksplisit tidak terdapat aturan tentang perkawinan wanita hamil,
tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa: “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan Pasal tersebut perkawinan wanita
hamil dihukumi sah dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sahnya
suatu perkawinan.*” Di dalam KHI juga disebutkan pada Pasal 53 ayat 1 dan
3, bahwa;
Ayat (1), seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-
laki yang menghamilinya. Ayat (3), Dengan dilangsungkannya perkawinan
pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak
yang dikandung lahir.*®

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui adanya kebolehan kawin
hamil, dengan dibuktikan adanya aturan yang tertulis pada Pasal 53 ayat 1

dan 3. Aturan inilah yang digunakan KUA dalam melaksanakan perkawinan

bagi wanita yang sedang hamil.

16 Wahyu Wibisana, “Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya
perspektif figh dan hukum positif,” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 15 (2017): him. 34.

7 Ibid,,” him. 35.

18 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, him. 125.



Adapun dalam hal batas masa kehamilan para ulama Mazhab Syafi’1
sepakat bahwa, batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Batas ini
didasarkan pada Al-Qur’an dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 15 dan surat

Lugman (31) ayat 14.
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Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh
bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Adapun waktu yang
diperlukan untuk menyapih adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan,
sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam. Berarti
enam bulan inilah yang menjadi acuan batas kehamilan, dan penentuan wali
nikah pada anak perempuan hasil kawin hamil.?

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Anak
yang sah adalah: a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah, b) Hasil pembuahan suami-istri yang sah di-luar-Rahim dan dilahirkan
oleh istri tersebut.”?? Atas dasar Pasal tersebut maka ayah kandung anak
perempuan dari hasil kawin hamil dapat menjadi wali nikah, karena anak

yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah merupakan anak yang sah. Jadi

him. 34.

19 Q.S al-Ahqaf (46) : 15.
20.Q.S Lugman (31) : 14.
2L M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2012),

22 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, him. 137.



dalam hal ini wali hakim belum dapat bertindak sebagai wali nikah, karena
masih ada ayah kandungnya.

Di Indonesia terdapat suatu masyarakat yang masih menggunakan
hukum Islam klasik untuk persoalan kawin hamil dan penentuan wali nikah.
Masyarakat tersebut berada di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Di
Desa ini memiki keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa lain
yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Keunikan tersebut adalah
Di Desa Mulya Kencana lebih memilih hukum fikih dibandingkan dengan
hukum positif terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah
bagi anak hasil kawin hamil.

Masyarakat di sana memahami bahwa hukum fikih lebih hati-hati
dan aman di gunakan dari pada hukum positif. Keunikan yang lain terlihat
pada jumlah kasus sedikit terjadinya kawin hamil selama sepuluh tahun
terakhir, yakni dari tahun 2010-2019. Hal ini berdasarkan hasil wawancara
dengan kepala KUA Kecamatan Tulang. ‘Bawang Tengah yang
menyebutkan bahwa Desa Mulya- Kencana terjadi 32 kasus pelaksanaan
kawin hamil selama sepuluhtahunterakhir ini, dan hal ini merupakan kasus
terkecil atau sedikit jika dibandingkan dengan kasus yang ada di desa-desa
dalam Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Praktik kawin hamil yang terjadi di sana, terbagi menjadi dua
pemahaman, yakni diperbolehkan tanpa syarat dan diperbolehkan dengan

syarat. Dari hasil wawancara terdapat tujuh orang yang mengatakan bahwa



perkawinan wanita hamil boleh dilakukan tanpa adanya syarat. Jika
dicermati pamahaman ini sesuai dengan pandangan ulama Syafi’iah yang
berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah. Baik wanita hamil tersebut
menikah dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan orang lain
yang bukan menghamilinya. 2

Apabila menikah dengan pria yang menghamilinya maka boleh
berhubungan badan sebagai suami istri.>* Akan tetapi, jika menikah dengan
pria lain yang bukan menghamilinya maka tidak boleh berhubungan badan
dengan wanita hamil hingga bayi tersebut lahir.?®

Selain pendapat di atas, penulis juga menemukan satu responden
yang berpendapat bahwa kawin hamil boleh dilaksanakan namun dengan
syarat. Adapun syarat tersebut adalah setelah menikah para pelaku tidak
diperbolehkan tinggal satu atap dan dilarang melakukan hubungan badan
hingga bayi yang ada di dalam kandungan telah lahir.

Dalam praktik kawin hamil di Desa Mulya Kencana penulis juga
memperoleh data, melalui’ {wawanecara /' dengan kepala desa yang
menyebutkan bahwa selama ini-pada setiap- padukuhan Desa Mulya
Kencana hampir semua wanita hamil telah  menikah dengan pria yang

menghamilinya. Hanya saja satu atau dua wanita hamil yang tidak

23 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat Seri Buku Daras (Jakarta: Kencana, 2010),
him. 124.

24 1bid.,

25 Nurrudin Abu Lihyah, Halal Haram Dalam Pernikahan (Yogyakarta: Multi Publishing,
2013), him. 263.



melakukan pernikahan meski dalam keadaan hamil hingga bayi tersebut
lahir dan akte hanya mencantumkan nama ibunya.?

Para tokoh agama di sana berpendapat bahwa pada praktik kawin
hamil harus diulangi akad nikahnya setelah wanita tersebut melahirkan
karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah. Mereka juga
berpendapat, anak dari hasil kawin hamil dianggap anak zina yang
berimplikasi pada hak-haknya salah satunya perihal wali nikah, sehingga
saat menikahkan anak tersebut yang menjadi wali bukanlah ayah yang
mengawini ibunya tetapi wali hakim.?

Mereka juga berpedoman bahwa orangtua yang berhak menjadi wali
nikah pada anak perempuannya adalah anak perempuan yang jarak antara
kelahiran dan hari perkawinan orang tua lebih dari enam bulan. Apabila
ditemukan kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak
pernikahan orangtua maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.?®
Hal ini dikarenakan status anak tersebut disamakan dengan status anak zina
yang hanya memiliki nasab dengan ibunya.

Dengan —penelitian = ini— diharapkan— dapat ~menjawab dan
menyelesaikan © problematika yang/  terjadi di /masyarakat dalam

pemberlakukan hukum kawin hamil. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang

% Wawancara Dengan lIsrofi, Kepala Desa Mulya Kencana, Tulang Bawang Tengah,
Tanggal 3 Maret 2020.

27 Wawancara Dengan Imam Sholik, Tokoh Masyarakat Desa Mulya Kencana Kec. Tulang
Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Tanggal 8 Maret 2020.

28 Wawancara Dengan Asep Aspahani, Kepala KUA Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.
Tulang Bawang Barat. Tanggal 14 Maret 2020.
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kebingungan akan kepastian hukum yang digunakan, apakah hukum fikih
atau hukum positif. Serta diharapkan penelitian ini dapat menemukan hal
baru dalam memahami pola sosiologis masyarakat. Langkah ini juga
diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir baru yang utuh dalam
memahami sejalannya figh munakahat dan undang-undang perkawinan
dalam masalah praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil
kawin hamil.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa realitas
Masyarakat Desa Mulya Kencana terkait kawin hamil dan penentuan wali
nikah ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam. Penyusun tertarik untuk melihat sejauh mana Pemahaman
Masyarakat Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung terhadap aturan
tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada praktik serta faktor-faktor
sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak
wali nikah anak hasil kawin hamil oleh Masyarakat Desa Mulya Kencana

Provinsi Lampung.



B.
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Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang di ceritakan
jawabanya melaluai pengumpulan data.?® Karena itu rumusan masalah
sering kali langsung menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar dalam penelitian

Dan seringkali pula pada gilirannya, jawaban sementara terhadap

pertanyaan ini diformulasikan dalam bentuk masalah. Adapun rumusan

masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak
hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung, serta
faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat
tersebut?

2. Mengapa masyarakat Desa Mulya Kencana lebih memilih hukum fikih
dari pada hukum positif terkait praktik kawin hamil dan penentuan wali
nikah bagi anak hasil kawin hamil?

3. Bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak
hasil kawin hamil di-Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung perspektif

yuridis sosiologis?

him. 35.

29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d (Bandung: Alfabeta, 2011),
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan terjadinya praktik kawin hamil dan penentuan hak
wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi
Lampung, serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi
pemahaman masyarakat tersebut.

b. Untuk mengetahui alasan masyarakat lebih memilih hukum fikih
dari pada hukum positif terkait pelaksanaan praktik kawin hamil dan
penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

c. Menjelaskan praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah
anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung

perspektif teori yuridis sosiologis.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam
dalam menciptakan hukum-yang efektif di masyarakat.

b. Karya ini diharapkan memberi wacana baru dalam pelaksanaan
praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah di desa mulya
kencana sebagai praktik yang sejalan dengan apa yang diatur dalam
perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum dalam
masyarakat. Serta bahan dan penelitian awal untuk dilakukan

penelitian-penelitian selanjutnya.
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D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Praktik Kawin Hamil Dan Penentuan Wali Nikah
Bagi Anak Hasil Kawin Hamil belum terlalu banyak dilakukan, khususnya
di Masyarakat Desa Mulya Kencana. namun ada beberapa penelitian yang
hampir sama, diantara penelitian yang dapat dihnimpun adalah:

Buku Mukhlisin Muzarie yang berjudul “Kasus-kasus Perkawinan
Era Modern”® meneliti tentang permasalahan kontemporer dalam hukum
perkawinan, salah satunya adalah keabsahan pernikahan wanita hamil dari
zina dan dampak hukum perkawinannya. Dalam buku ini dijelaskan pada
topik mengenai kawin hamil bahwa terjadi perdebatan pada kalangan ahli
hukum tentang hubungan nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan
hamil dari zina. Aturan dalam perundang-undang diuraikan dan
disandingkan dengan penjelasan normatif dengan menggunakan teori
kontra (mafhum mukhalafah). Berbeda dengan penelitian tersebut,
penelitian dalam tesis ini membahas tentang praktik kawin hamil dan
penentuan wali nikah bagi anak hasil-kawin hamil dengan menggunakan
teori yuridis sosiologis. Tidak -seperti penelitian sebelumnya hanya
membahas tentang keabsahan perkawinan wanita serta dampak hukum
perkawinannya yang dianalisi secara normatif saja.

Topik serupa juga diungkap dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai

2010).

30 Mukhlisin Muzarie, Kasus-kasus Perkawinan Era Modern (Cirebon: STAIC Press,
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Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan
Pandak Kabupaten Bantul,”®! yang ditulis oleh Nanang Samsul Rijal.
Skripsi ini menjelaskan tentang sikap penghulu kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul yang lebih dipengaruhi oleh pendapat Jumhur Ulama,
yang menyatakan bahwa batasan minimal 6 bulan sebagai dasar untuk
menghubungkan nasab kepada ayah. Oleh karena itu, penghulu KUA
Pandak dalam memberlakukan wali nikah berhak untuk menikahkan
mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak
mendasarkan kepada KHI pada Pasal 53 dan 99 KHI. Permasalah dan objek
kajian yang dicari berbeda dengan skripsi tersebut, penulis dalam tesis ini
berusaha mencari faktor-faktor yang melatarbelakngi pemahaman
masyarakat terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi
anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana, sementara skripsi tersebut
hanya membahas tentang wali hakim bagi anak hasil kawin hamil.
Berkaitan dengan status wali nikah anak hasil kawin zina, karya
ilmiah lainnya yaitu, skripsi yang berjudul “Anak Hasil Zina Dan
Pengaruhnya Terhadap Perwalian-Nikah (Studi Komparasi Antara Imam
Asy-Syafi’i dan KHI),* yang ditulis oleh Muftihah mengemukakan tentang

siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina menurut Imam

31 Nanang Samsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim Sebagai
Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan
Pandak Kabupaten Bantul,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2006).

%2 Muftihah, “Anak Hasil Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah: Studi
Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).
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Syafi’i dan KHI. Skripsi ini hanya mengkomparasikan pendapat antara
ulama Syafi’iyah dan KHI. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian
dalam tesis ini akan menguatkan penelitian tersebut dengan cara mencari
urgensi serta pelaksanaan prkatik kawin hamil dan penentuan wali nikah
dilihat dengan pendekatan sosiologi hukum.

Disusul dengan tema serupa, Tesis karya Haima Najachatul
Mukarromah yang berjudul “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Di Luar
Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiri.”** Tesis ini menguraikan tentang praktik
perwalian akad nikah bagi anak diluar nikah di KUA Kecamatan Selogiri
yang mendasarkan pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa al-
Qur’an, Hadits, dan Iyma’. Dalam pelaksanaan wali hakim, kepala KUA
memperhatikan unsur pengakuan ibu dengan alasan kehati-hatian terhadap
gadzaf. Adapun hal lainnya, dalam kasus pelaksanaan anak zina dalam
kategori “anak terlahir setelah usia 6 bulan usia pernikahan,” tetap
menggunakan wali-hakim yang tidak sesuai dengan aturan yang ada pada
perundang-undangan dan KHI. Objek dan permasalahan-berbeda dengan
tesis ini, penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada proses pelaksanaan
perwalian anak di luar nikah, sementara tesis ini berfokus kepada praktik

kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil serta

3 Haima Najachatul Mukarromah, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Di Luar Nikah
Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”
(Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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mencari faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat di Desa
Mulya Kencana.

Skripsi yang ditulis oleh Annissa Rizkia Putri dengan judul Skripsi
“Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang
Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)”
Permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang pengetahuan masyarakat
Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tentang Pasal 53, faktor
dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan
dan akibat hukum kawin hamil. Analisis dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengetahuan
masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil masih sangat rendah. Faktor
dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan
yaitu faktor internal (bermakna ganda atau ambigu dan sosialisasi terhadap
masyarakat) dan faktor eksternal (keluarga dan budaya, pengetahuan agama
dan pendidikan masyarakat). Akibat hukum kawin hamil-terhadap status
perkawinan dan status anak adalah sah meskipun anak tersebut tidak dapat
dinasabkan kepada bapaknya.3* Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam
tesis ini penulis menggunakan analisis yuridis sosiologis serta pendekatan

sosiologi hukum.

34 Annissa Rizkia Putri “Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan),” Skipsi Universitas
Lampung 2019.
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Karya ilmiah yang ditulis oleh H.M Quzwini dalam Jurnal
Darussalam dengan judul "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan
Status Anak" mengambil kesimpulan bahwa pria yang mengawini wanita
hamil yang dihamili oleh pria lain, meskipun ada ulama yang berpendapat
perkawinan itu sah, tetapi tetap akan berdampak negatif. Sebab, pria
tersebut berperan sebagai penutup aib (tumbal), apakah dengan imbalan
atau memang karena suka rela. Apalagi jika pria tersebut bukanlah seorang
pezina. Pria yang pantas menikahi wanita pezina adalah pria pezina juga.
Jadi walaupun ada peluang untuk mengatakan bahwa pernikahan itu sah
sebagaimana pendapat ulama yang membolehkannya, perkawinan itu tetap
ada cacatnya, ditinjau dari segi agama, psikologis maupun sosiologis.®
Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam tesis ini membahas tentang
praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil,
sementara penelitian tersebut hanya berfokus pada perkawinan wanita hamil
di luar nikah dan status hukum anak yang dilahirkannya.

Berdasarkan telaah Pustaka di atas, jika dibandingkan dengan tesis
ini. terlihat pada spesifikasi  penelitianya. Penelitian terdahulu hanya
berfokus pada status anak hasil kawin hamil dan perwalian bagi anak hasil
kawin hamil. Penulis juga belum menemukan kajian khusus mengenai
yuridis sosiologis terhadap praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan

wali nikah anak hasil kawin hamil khususnya di Desa Mulya Kencana

% H.M Quzwini, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak", Jurnal
Darussalam, Volume 9 No.2 (Juli-Desember 2009)
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Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah mengkaji
praktik dan faktor sosiologis praktik pelaksanaan kawin hamil dan praktik

penentuan wali nikah yang kemudian dianalisis dengan yuridis sosiologis.

Kerangka Teoretik

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap
proses penegakan hukum, sekiranya perlu melihat pula faktor-faktor yang
mempengaruhi  penegakan hukum. Dalam menjawab bagaimana
pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak akibat kawin hamil
di Desa Mulya Kencana yang memiliki perbedaan dengan aturan yang
ditentukan dalam perundang-undangan perkawinan dan KHI serta faktor-
faktor terjadinya perbedaan tersebut, permasalahan ini dibedah dengan
menggunakan teori Yuridis Sosiologis.

Yuridis Sosiologis adalah suatu. ilmu yang. menjawab permasalahan
menggunakan sudut pandang hukum dimana pembahasannya didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuainya dengan

kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.>®

Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan

bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

him. 23.

36 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik (Jakarta: Sinar Grafika Pusat, 2002),
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mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah
ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut
persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur

sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.®’

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah
ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis
peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya
lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya

memang sama sekali belum ada.

Sosiologis  merupakan  pertimbangan atau alasan  yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis
sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah

dan kebutuhan masyarakat dan negara.®

Dalam hal ini penulis juga mengkaitkan identifikasi Max Weber
tentang tradisi hukum pada masyarakat  patrimonial yang ditandai dengan
pembuatan hukum secara ad-hoc dan arbitrer yang menimbulkan

ketidakpastian hukum. Weber melihat bahwa tradisi hukum ini wilayah

87 “Ulasan lengkap: Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis,”

hukumonline.com/klinik, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--
sosiologis--dan-yuridis.

% 1bid.,
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kerjanya terkait oleh tradisi sakral, sangat bersifat interpretasi yang
formalistik, dan benar-benar berhubungan dengan keadilan karismatik.
Sebaliknya, pada hukum yang berkembang dari tradisi patrimonial adalah
kode hukum yang sistematis, rasional, dan abstrak, serta memberi kepastian

hukum.®®

Penulis melihat tradisi hukum yang ada di lingkungan Desa Mulya
Kencana Provinsi Lampung yang pada satu sisi menggunakan undang-
undang yang rasional dan formal, namun disisi lain masih memiliki
kecenderungan untuk menggunakan aturan yang sakral dan
menginterpretasinya secara formal yaitu fikih dan pendapat para ulama.
Masyarakat yang dekat dengan kultur fikih membuat tokoh agama tidak bisa
melepaskan doktrin fikih begitu saja saat melaksanakan tugasnya sebagai

pembimbing dan penasehat masyarakat.

Selain identifikasi dia atas, penulis juga mengaitkan dengan
identifikasi Max Waber tentang kepemimpinan tradisional. Menurutnya
kepemimpinan tradisional adalah sarana ketidaksetaraan yang diciptakan
dan dipelihara. Apabila tidak ada yang menentang kepemimpinan
tradisional, pemimpin akan tetap dominan. Baginya blok kekuasaan
tradisional berkembang menjadi rasional legal dengan bentuk

kepemimpinan yang memberi sudut pandang sangat rasial.*> Akibatnya

39 Brian S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Teas Sosiologi Weber (Jakarta:
Rajawali, 1992), him. 208.

40 “Blogspot Snapshot,” http://juliansyahzen.blogspot.com/2016/03/teori-otoritas-max-weber-
legal.html, diakses 16 Juni 2020.
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menimbulkan gap antara hukum yang ideal dalam hal perundang-undangan

dan realitas sosial.

Hal ini pula yang terjadi di Desa Mulya Kenacana, dengan adanya
kultur fikih yang kuat dengan dibangun pesantren dan ulama ataupun kyai,
maka masyarakat akan lebih mudah menerima hukum fikih yang sering
disampaikan oleh para kyai dibandingkan Undang-Undang yang tidak

sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research atau
penelitian lapangan.** Maksud dari penelitian lapangan yakni dalam
memperoleh data, penulis datang kelapangan untuk melakukan
pengamatan dan memperoleh data melalui observasi dan wawancara
terhadap Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Mulya Kencana Provinsi

Lampung.

41 Field Research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian mengunakan data yang pasti. Data
yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagai mana adanya, bukan data yang sekedar
terlihat, tetapi data yang mengandung makna adanya, bukan data yang sekedar terlihat dan terucap
tersebut. Lihat Nasution, Metode Research : Penelitian limiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), him.
143.
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2. Sifat penelitian

Dalam Tesis ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif.*?
Penulis mendeskripsikan praktik pelaksanaan kawin hamil dan
penentuan hak wali nikah di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung.
Setelah gambaran tentang praktik penentuan wali nikah di Desa Mulya
Kencana diperoleh, maka data tersebut dianalisis untuk melihat
kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik kawin hamil dan
penentuan hak wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Desa Mulya

Kencana Provinsi Lampung,

3. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, yang
dimaksud dengan Sosiologi Hukum yakni mengidentifikasi dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang ril dan fungsional
dalam sistem kehidupan yang nyata.*® Atau bisa juga dikatakan
pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks
sosialnya.** Pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta

hukum, norma hukum dan latar sosial budaya yang melingkupi subjek

42 penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta atau kejadian
secara sistematis. Lihat Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan
Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), him. 47.

4 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, him. 51.

4 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),
him. 11.
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penelitian serta menafsirkan pemahaman masyarakat desa Mulya

Kencana terhadap praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menentukan metode pengambilan sempel ini, penulis
menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu Teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.*> Dalam penelitian ini penulis
mengambil 11 responden yakni, tokoh agama tiga orang, pejabat desa
satu orang, masyarakat umum empat orang, pelaku kawin hamil dua
orang dan pejabat KUA satu orang. Para responden tersebut diminta
untuk memberikan pendapat tentang praktik kawin hamil dan penentuan
wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi
Lampung.
Dalam melaksanakan riset ini penulis menggunakan beberapa cara
untuk mengumpulkan data, antara lain:
a, | Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan-data yang digunakan untuk
menghimpun " data’ dengan cara mengamati secara langsung
terhadap gejala dan fakta yang diselidiki.*® Hal yang diselidiki

adalah pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi

 1bid, him. 25.

46 gutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1983), him. 136.
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anak hasil dari kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi
Lampung. Dari hasil observasi, penulis memperoleh data yang
menyebutkan bahwa ada tujuh responden yang membolehkan
kawin hamil tanpa adanya sayarat, lalu satu responden
membolehkan kawin hamil namun dengan adanya syarat, dan tiga
responden menyatakan tidak membolehkan pelaksanaan kawin
hamil sebelum bayi dalam kandungan ibunya lahir. Dalam
pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil
kawin hamil, mereka masih menganut pendapatnya para ulama

atau tokoh agama yang masih menggunakan hukum Fikih.

b. Wawancara
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam.*’ Penulis
mengambil 11 responden yang ditunjuk sebagai narasumber, dan
11 responden tersebut dikelompokan menjadi 5 kelompok, yakni
pejabat desa, tokoh agama, pejabat KUA, masyarakat umum, dan

pelaku kawin hamil.

47 Wawancara mendalam adalah usaha memperoleh informasi dengan cara menggunakan
dialog meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti responden. Lihat Suharsismi Arkikunto, Prosedur Penelitian: Suatu
Pendekatan Praktik, Cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 114.



25

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu Teknik atau cara mengumpulkan data tertulis
berupa buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain
yang berhubungan.*® Penulis menggunakan beberapa dokumentasi
dari KUA yaitu berupa dokumen nikah atau segala sesuatu yang
memberikan informasi tentang praktik pelaksanaan kawin hamil

dan penentuan wali nikah.

5. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan model analisis deduktif dan induktif.
Analisis deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan
umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.*® Adapun
analisis induktif yakni analisis yang berdasarkan data yang diperoleh,
selanjutnya data tersebut peneliti kembangkan. Dalam penelitian ini
penulis berangkat dari aturan perwalian yang ada dalam perundang-
undangan serta melihat fakta-fakta yang adadi lapangan lalu kemudian

dianalisis untuk menghasilkankesimpulan.

48 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu
Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), him. 121.

49 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), him. 24.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari segi penyusunan
tesis ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis,
maka penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman
yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan sub
bahasan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan-alasan
mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah
menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa
yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian menjadi bagian dari bab satu guna diharapkan
memberikan sumbangan pemikiran. Dalam bab satu juga dikemukakan
telaah pustaka yang digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini juga
berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan
menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini.
Terakhir dalam bab.ini, adalah sistematika pembahasan:

Bab dua-menyajikan konsep kawin hamil dan perwalian dalam
pernikahan baik yang digali dalam-aturan hukum Islam ataupun perundang-
undangan di Indonesia. Konsep-konsep kawin hamil dan perwalian dalam
pernikahan dari dua sudut pandang ini sangat penting sebagai landasan
teoritis untuk melakukan analisis dari hasil di lapangan.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian. Dimulai

dari objek penelitian yaitu gambaran umum Desa Mulya Kencana
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Kecamatan Tulang Bawang Tengah, serta praktik pelaksanaan kawin hamil
dan penentuan wali nikah bagi anak hasil dari kawin hamil. Kemudian
mencari informasi tentang topik terkait yang diperoleh dari tokoh agama
atau penghulu di desa Mulya Kencana. Penentuan wali nikah yang difahami
adalah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara
informan yang didukung dengan data berupa dokumentasi atau arsip yang
diperoleh dari KUA dan masyarakat setempat.

Pada bab empat, penulis melakukan analisis atas hasil temuan di
lapangan dengan melandaskan pada pelaksanaan kawin hamil dan
perwalian dalam perkawinan baik yang digali dalam aturan hukum Islam
maupun perundang-undangan. Selain itu dikaitkan pula tentang faktor-
faktor yang melatarbelakangi prosedur pelaksanaan kawin hamil dan
penentuan wali nikah pada objek penelitian dengan menggunakan teori
yuridis sasiologis sebagai acuan dalam analisis.

Serangkaian penelitian ini dirangkum pada bab lima yang
merupakan penutup yang meliputi kesimpulan ‘dari hasil penelitian dan

saran-saran yang-membangun.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin
hamil yang terjadi di Desa Mulya Kencana itu berbeda-beda dalam
memahaminya. Ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang
membolehkan. Bagi kalangan yang membolehkan dibagi lagi menjadi
dua yakni boleh tanpa adanya syarat serta boleh tapi dengan syarat.
Namun pada akhirnya mereka sepakat dengan pendapatnya para ulama
atau tokoh agama yang menggunakan hukum fikih dalam
pemberlakuan hukum kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil
kawin hamil. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pemahaman
masyarakat Desa Mulya Kencana terhadap praktik kawin hamil dan
penentuan wali nikah adalah: KHI kalah prektik dengan ilmu fikih,
Tidak ada Kketerlibatan dari’ pihak KUA dalam menetapkan suatu
hukum, Kurangnya sosialisasi, serta doktrin fikih yang ditanamkan oleh
tokoh agama pada masyarakat.

2. Alasan masyarakat lebih memilih hukum fikih dari pada hukum positif
terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil
kawin hamil disebabkan kerena, mereka meyakini bahwa hukum fikih

lebih otentik dan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan suatu

116
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hukum, dalam hal ini adalah hukum keluarga. Mereka meyakini jika
hukum positif yang digunakan dalam kasus kawin hamil, maka
ditakutkan para pelaku kawin hamil menggampangkan hukum tersebut,
dan mengakibatkan semakin banyak terjadinya kasus hamil di luar
nikah. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki pemahaman
yang terikat dengan para kyai yang menjadi panutan. Masyarakat

beranggapan bahwa para kyai sebagai pemimpin tradisional.

. Analisis Yuridis Sosiologis terkait praktik kawin hamil dan penentuan
wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana belum sesuai
dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan dan
KHI. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum
masyarakat Desa Mulya Kencana terhadap peraturan yang tercantun
dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Namun demikian perkawinan wanita hamil yang terjadi di
masyarakat Desa Mulya Kencana dihukumi sah sesuai dengan Pasal 2
ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang-Perakwinan dan
Kompilasi Hukum 'Islam Pasal 53 ayat 1, 2, 'dan 3, serta harus

memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat
beberapa saran yang perlu disampaikan yakni,

Pertama, Disarankan kepada Lembaga yang memiliki kewenangan
untuk mengeluarkan aturan hukum perkawinan baik peraturan pemerintah
maupun perundang-undangan untuk menyelaraskan aturan yang diedarkan
di setiap KUA dan masyarakat khususnya Desa Mulya Kencana. Sebab
menurut penulis terdapat beberapa Pasal atau aturan yang ambigu dan
menimbulkan celah penafsiran yang berbeda-beda antara satu pihak dengan
pihak yang lain. dan tidak kalah penting adalah memberikan Pendidikan
hukum dan isu-isu kontemporer kepada masyarakat melalui sosialisasi dari
pihak KUA yang berkaitan dengan kewenangannya yakni salah satunya
hukum perkawinan.

Kedua, para pelaksana hukum perkawinan khususnya pegawai KUA
baik Petugas Pencatatan Nikah (PPN) maupun pembantu PPN untuk
menentukan hukum yang diberlakukan secara pasti, tanpa harus memilih
aturan yang disesuaikan dengan keinginan pelaksanan hukum. Hal ini akan
memberikan dampak ketidakpastian hukum pada masyarakat, apakah akan
menggunakan hukum fikih atau hukum negara.

Ketiga, disarankan kepada akademisi di bidang hukum untuk
melaksanakan penelitian yang sama, guna mengetahui implementasi
perundang-undangan di masyarakat serta perkembangan hukum keluarga

yang selalu dinamis di masyarakat.
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